BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sechubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergescran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Banyuasin

Tahun Anggaran 2019.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Mengingat S
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesir:;
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang ...
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tcntang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2002

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Recpublik  Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan
Dzerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembarin Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia Nomor
S5679);

14. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atlas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4:3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43576):

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu n 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan ...
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 Nomor 2);

27. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemcerintahan Banyuasin

(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor
133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAKKRAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 20109,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2019 berubah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

Semula Rp 2.276.595.298.925,00

Bertambah © Rp _ 105.509.757.783,32

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 2.382.105.056.708.32
b. Belanja

Sebelum Perubahan Rp 2.644.014.856.215,71

Berkurang ¢ Rp (49.223.608.869,64)

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 2.594.791.247.346,07

c. Pembiayaan ...
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¢. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan

Sebelum Perubahan - Rp 372.419.557.290,71
Berkurang . Rp__{154.733.366.652,96)
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 217.686.190.637.75

2. Pengeluaran
Sebelum Perubahan : Rp 5.000.000.000,00
Bertambah : Rp :
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 5.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 212.686.190.637,75

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Selelah Perubaha Rp

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a terdir1 dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Sebelum Perubahan : Rp 137.051.490.200,00

Berkurang : Rp 23.980.743.397,15

Jumlah Setelah Perubahan © Rp 161.032.233.597,15
b. Dana Perimbangan

Sebelum Perubahan : Rp 1.616.085.801.000,00

Bertambah : Rp 188.918.742,00

Jumlah Setelah Perubahan . Rp 1.616.274.719.742,00

c. Lain - lain Pendapatan Dacrah yang Sah

Sebelum Perubahan : Bp 523.458.007.725,00
Bertambah : Rp 81.340.095.644,17
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 604.798.103.369,17

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Sebelum Perubahan : Rp 79.693.191.200,00
Bertambah . Rp 20.239.956.150,00
Rp

Jumlah Setelah Perubahan 99.933.147.350,00

b. Hasil Retribusi Daerah

Sebelum Perubahan © Rp 7.629.558.900,00

Berkurang : Rp (42.995.910,00)

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 7.586.562.990,00
¢s Hasil .
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sebelum Perubahan : Rp 5.443.519.000,00
Berkurang . Rp (32.020.817,29)
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 5.411.498.182,71

d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sebelum Perubahan ¢ - Rp 44.285.221.100,00
Bertambah : Rp_ _ 3.815.803.974,44
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 48.101.025.074,44

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Sebelum Perubahan : Rp 257.736.103.000,00
Bertambah : Rp - 188.918.742,00
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 20925021 .742,00

b. Dana Alokasi Umum
Sebelum Perubahan : Rp 975.360.613.000,00
Bertambah : Rp "
Jumlah Setelah Perubahan . Rp 975.360.613.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
Sebelum Perubahan © Rp 382.989.085.000,00
Bertambah . Rp .
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 382.989.085.000,00
(4) Lain - lain Pendapatan Dacrah vang Sah scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pcndapatan -

a. Pendapatan Hibah

Sebelum Perubahan . Rp B
Bertambah . Rp ~100.513.992.497,00
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 100.513.992.497,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Sebelum Perubahan i Rp 71.892.626.725,00
Bertambah : Rp__ _ 23.765.959.709,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp 95.658.586.434,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Sebelum Perubahan . Rp 451.565.381.000,00
Berkurang : Rp (416.283.494.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan Rp 35.281.887.000,00
d. Bantuan ...
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d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemcrintah Daerah Lainnya

Sebelum Perubahan
Bertambah
Jumlah Setelah Perubahan

e. Pendapatan Lainnya
Sebelum Perubahan
Bertambah
Jumlah Setelah Perubahan

Pasal 3

Rp -
Rp  73.429.099.438,17
Rp 73.429.099.438,17
Rp =

Rp. 299.914.538.000,00
Rp 200.914.538.000,00

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf

b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
Sebelum Perubahan
Berkurang
Jumlah Setelah Perubahan

b. Belanja Langsung
Sebelum Perubahan
Berkurang
Jumlah Setelah Perubahan

Rp 1.250.457.878.777,51
Rp (18.923.906.170,05)
Rp 1.231.533.972.607,46
Rp 1.393.556.977.438,20
Rp  (30.299.702.699,59)
Rp 1.363.257.274.738,61

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawali
Sebelum Perubahan
Bertambah
Jumlah Setelah Perubahan

b. Belanja Bunga
Sebelum Perubahan
Berkurang
Jumlah Setelah Perubahan

c. Belanja Hibah
Sebelum Perubahan
Berkurang
Jumlah Setelah Perubahan

d. Belanja Bantuan Sosial
Sebelum Perubahan

Bertambah
Jumlah Setelah Perubahan

Rp 775.704.604.683,51
Rp 1.512.411.185,95
Rp 777.217.015.869,46
Rp 1.600.000.000,00
kRp -
Rp 1.600.000.000,00
R 25.045.000.000.00
Rp (2.242.000.000,00)
Rp 22.803.000.000,00
kp

Rp

Rp

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

Sebelum Perubahan
Bertambah

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 402.970.409.600,00

Rp 21.658.492.000,00

Rp 424.628.901.600,00
[. Belanja ...
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f. Belanja Tidak Terduga
Sebelum Perubahan
Berkurang

Jumlah Setelah Perubahan

Rp
Rp
Rp

45.137.864.494,00
(39.852.809.356,00)
5.285.055.138,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul

b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
Sebelum Perubahan
Berkurang

Jumlah Setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
Sebelum Perubahan
Bertambah
Jumlah Setelah Perubahan

c. Belanja Modal
Sebelum Perubahan
Bertambah
Jumlah Setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana

huruf ¢ terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Dacrah

Sebelum Perubahan
Berkurang

Jumlah Setelah Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sebelum Perubahan
Bertambah

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 84.011.077.000,00
Rp (14.598.919.760,00)
Rp 69.412.157.240,00
Rp 675.353.486.140.51
Rp _ 115.303.993.834.19
Rp 790.657.479.974,70
Rp 634.192.414.297.69
Rp (131.004.776.773.78)
Rp 503.187.637.523,91

dimaksud dalam Pasal 1

Rp

Rp.

Rp

372.419.557.290,71
(154.733 366.652,96)
217.686.190.637,75

5.000.000.000,00

(2). Penerimaan. j
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(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Scbelumnya

Sebelum Perubahan : Rp 72.419.557.290,71

Bertambah : Rp 84.268.239.959,47

Jumlah Setelah Perubahan . Rp 156.687.797.250,18
b. Estimasi SILPA Tahun Berjalan

Sebelum Perubahan : Rp 0,00

Bertambah . Rp _ 0,00

Jumlah Setelah Perubahan ' Rp 0,00

o]

. Pencairan Dana Cadangan

Sebelum Perubahan : Rp 0,00

Bertambah . Rp L 0,00

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 0,00
d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisabkan

Sebelum Perubahan : Rp 0,00

Bertambah : Rp ‘ 0,00

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 0,00

e. Estimasi Penerimaan Pinjaman Dacrah

Sebelum Perubahan : Rp 0,00

Bertambah : Rp - 0,00

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 0,00
f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Sebelum Perubahan : Rp 0,00

Bertambah . Rp ‘ 0,00

Jumlah Setelah Perubahan : Rp 0,00

g. Penerimaan Piutang Daerah

Sebelum Perubahan . Rp
Bertambah . Rp 2
Jumlah Setelah Perubahan : Rp -

(3) Pengeluaran Pembiayaan Dacrah scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pcmbiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

Sebelum Perubahan : Rp 0,01
Bertambah : Rp 0,00
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 0,00

b. Pembentukan. . .

Scanned with CamScanner



10

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Dacrah

Sebelum Perubahan . Rp 5.000.000.000,00

Bertambah : Rp = :

Jumlah Setelah Perubahan ~ :© Rp 5.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang

Sebelum Perubahan Rp 0,00

Bertambah . Rp L 0,00

Jumlah Setelah Perubahan  : Rp 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah

Sebelum Perubahan Rp 0,00

Bertambah © Rp 0,00
Jumlah Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran Il  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Dacrah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4, Lampiran IV Rekapitulasi Pcrubahan [Belanja menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

5. Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pcgawai per-
Golongan dan per-Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Dacrah;

LampiranVIII Daftar Penyertaan Modal (Invertasi) Daer.'ah;
Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Asset Tetap Daerah;

10. Lampiran...
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10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Asset Lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran
ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan,;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggadDYSeptember 2019

Diundangkan di Pangkalan
Pada tanggal 03 September

DAERAH KABUPATEN BANYUA
2019 NOMOR 05 SIN  TAHUN

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5-98/2019 ’
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